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ABSTRAK 
Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan 
Dimoderasi Keserasian Belanja Modal 
 
 
The Effect of Regional Expenditure towards Economic Growth 
is Moderated by Capital Expenditure Harmony 
 
 
Runy Rusdyantinah Indrawaty 
Abdul Hamid Habbe 
Yulianus Sampe 
 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh belanja daerah 
terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi 
Selatan dengan keserasian belanja modal sebagai variabel pemoderasi. Populasi 
dalam penelitian adalah kota dan kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang 
terdiri atas 21 kabupaten dan 3 kota dengan pengamatan selama 5 (lima) tahun 
dimulai dari tahun 2011 sampai dengan 2015. Analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa secara simultan dan parsial belanja daerah dan keserasian belanja modal 
tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil pengujian lebih lanjut 
menunjukkan bahwa keserasian belanja modal tidak mampu memoderasi 
hubungan belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, baik secara parsial 
maupun simultan. 
 
Kata kunci: Belanja Daerah, Keserasian Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi. 
 
 
The objective of this research is to analyze the effect of regional expenditure 
towards Economic Growth in Districts and Towns of South Sulawesi Province 
with Capital Expenditure Harmony as moderating variable. The population in this 
research consist of 21 districts and 3 towns in South Sulawesi Province for the 
period 2011 to 2015. Multiple regression analysis is used in this research. The 
results of this research show that regional expenditure and capital expenditure 
harmony have no effect toward economic growth, simultaneouly and partially. 
Furthermore, this research shows that capital expenditure harmony is not able to 
moderate the relation between regional expenditure and economic growth 
partially and simultaneously. 
 
Keywords: Regional Expenditure, Capital Expenditure Harmony, Economic 
 Growth. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator kesejahteraan 
masyarakat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi menandakan meningkatnya 
kapasitas produksi barang dan jasa dalam masyarakat yang dapat mendorong 
peningkatan pendapatan per kapita. Dengan pendapatan per kapita yang tinggi, 
daya beli masyarakat juga akan turut meningkat, sehingga masyarakat dapat 
memenuhi kebutuhan dasar untuk menunjang produktivitasnya. Dengan 
demikian, kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.  
Dalam suatu masyarakat dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang 
rendah, tingkat pengangguran dan kemiskinan yang terwujud sangatlah tinggi. 
Pengangguran dan kemiskinan menyebabkan tabungan masyarakat tidak 
terbentuk, sebab mereka akan menghabiskan pendapatannya untuk memenuhi 
kebutuhan hidup (konsumsi). Ketiadaan tabungan ini akan berdampak pada 
rendahnya tingkat investasi sektor swasta yang nantinya akan berdampak pada 
rendahnya pembentukan lapangan pekerjaan, sehingga tingkat pengangguran 
akan meningkat. Pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional riil 
(nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan 
potensial (pendapatan yang seharusnya). Akibatnya, kemakmuran yang dicapai 
oleh masyarakat pun akan lebih rendah. 
Pertumbuhan ekonomi tidaklah berkembang secara linier. Seperti dengan 
kehidupan manusia, pertumbuhan ekonomi ada “suka-dukanya”. Ada kalanya 
perekonomian berkembang secara pesat, adakalanya pergerakannya lambat dan 
kadang-kadang berlaku kemunduran – yaitu tingkat kegiatannya lebih rendah 
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dari masa sebelumnya (Sukirno, 2007:444). Pertumbuhan ekonomi di Indonesia 
pun demikian. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, baik faktor 
eksternal maupun internal. Berdasarkan hasil survei persepsi pasar yang 
dilakukan oleh Bank Indonesia pada tahun 2007, hambatan terhadap 
pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh faktor eksternal dapat berupa 
terjadinya krisis ekonomi global, kenaikan harga minyak dunia, atau resesi pada 
negara yang menjadi mitra dagang Indonesia. Sementara itu, tingginya tingkat 
korupsi, lemahnya penegakan hukum, dan laju inflasi menjadi faktor internal yang 
menghambat pertumbuhan ekonomi. 
Menurut Laporan Perekonomian Indonesia Tahunan yang diterbitkan oleh 
Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2011 
menunjukkan angka 6,5% yang merupakan angka tertinggi dalam sepuluh tahun 
terakhir walaupun pada saat itu Indonesia sedang menghadapi ketidakpastian 
ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tersebut masih dapat 
dipertahankan pada tahun 2012 dengan angka 6,2% meskipun perekonomian 
dunia melemah dan masih diliputi ketidakpastian. Namun, kondisi ekonomi ini 
tidak dapat dipertahankan pada tahun 2013 yang dipicu oleh faktor-faktor 
eksternal seperti melambatnya pertumbuhan ekonomi negara emerging market 
seperti China dan India yang menimbulkan konsekuensi berakhirnya era harga 
komoditas yang tinggi, menurunkan terms of trade Indonesia dan pada akhirnya 
menekan kinerja ekspor komoditas primer. Selain itu, membaiknya kinerja 
perekonomian Amerika Serikat mendorong otoritas moneternya untuk mulai 
melakukan pengurangan stimulus moneter sehingga secara berangsur-angsur 
mengurangi pasokan likuiditas ke negara emerging market, termasuk Indonesia. 
Perekonomian Indonesia tahun 2014 tumbuh sebesar 5,0%, melambat 
dibandingkan dengan 5,6% pada tahun 2013. Dari sisi eksternal, perlambatan 
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tersebut terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan ekspor yang menurun akibat 
turunnya permintaan terutama dari emerging markets (EM) dan harga komoditas 
global, serta adanya kebijakan pembatasan ekspor mineral mentah. Dari sisi 
permintaan domestik, perlambatan tersebut didorong oleh pertumbuhan 
konsumsi pemerintah yang melambat sebagai akibat program penghematan 
guna menjaga sustainabilitas fiskal. Untuk tahun 2015, pertumbuhan ekonomi 
masih mengalami perlambatan dari 5,02% pada 2014 menjadi 4,79%. Namun, 
yang dapat dicatat adalah dibandingkan dengan negara-negara lain dengan 
basis komoditas, pertumbuhan tersebut masih relatif tinggi. Secara ringkas, 
pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 
dapat digambarkan dalam tabel 1.1 berikut. 
Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2015 
Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 
Pertumbuhan 
Ekonomi (%) 
6,5 6,2 5,6 5,02 4,79 
Sumber: Bank Indonesia (2012-2016) 
Provinsi Sulawesi Selatan merupakan pintu gerbang Kawasan Timur 
Indonesia dan memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung Pulau 
Sulawesi sebagai pusat industri dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, 
perikanan, serta pertambangan nikel. Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan 
cukup berfluktuatif dan turut dipengaruhi pula oleh pertumbuhan ekonomi secara 
nasional. Namun demikian, menurut Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional 
Provinsi Sulawesi Selatan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia setiap triwulan,  
pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan cukup menggembirakan. Hal 
ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan yang lebih tinggi 
daripada pertumbuhan ekonomi nasional. Secara ringkas, pertumbuhan ekonomi 
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Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat 
digambarkan dalam tabel 1.2 berikut. 
Tabel 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan 
Tahun 2011-2015 
Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 
Pertumbuhan 
Ekonomi (%) 
7,65 8,37 7,65 7,57 7,15 
Sumber: Bank Indonesia (2012-2016) 
Sebagaimana yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi nasional, 
pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2011 dan 2012 
masih lebih dari 6%. Bahkan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan 
mencapai 7,65% pada tahun 2011 dan 8,37% pada tahun 2012. Namun pada 
tahun 2013, pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan bila dibandingkan 
dengan tahun sebelumnya tetapi masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan 
pertumbuhan ekonomi nasional 2013. Menurut Kajian Ekonomi dan Keuangan 
Regional Provinsi Sulawesi Selatan oleh Bank Indonesia, perlambatan ini 
disebabkan oleh kondisi perekonomian global yang belum pulih memicu 
pelemahan pertumbuhan ekspor dan turunnya kapasitas produksi masyarakat. 
Perlambatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan masih terjadi 
pada tahun 2014, yaitu 7,57% yang disebabkan oleh menurunnya tingkat 
produksi pada sektor pertanian, konstruksi, perdagangan, dan penyediaan 
akomodasi. Namun pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan tahun 2014 masih 
lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional 2014, yakni 5,02%. Pada 
tahun 2015, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan adalah sebesar 7,15% 
sehingga belum menunjukkan perbaikan dibanding tahun sebelumnya. Bahkan 
pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami perlambatan dibandingkan tahun 
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2014. Perlambatan pertumbuhan disebabkan oleh menurunnya kinerja di sektor 
primer, yaitu sektor pertanian dan sektor pertambangan, serta menurunnya 
kinerja ekspor. 
Salah satu komponen yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 
adalah pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal pemerintah untuk 
mempengaruhi sisi pengeluarannya dapat mendorong percepatan pertumbuhan 
ekonomi. Pengeluaran pemerintah akan meningkatkan permintaan atas barang 
dan jasa yang diproduksi masyarakat sehingga kapasitas produksi masyarakat 
akan turut meningkat. Dengan meningkatnya jumlah produksi barang dan jasa di 
masyarakat, maka roda perekonomian akan bergerak kembali. 
Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi 
didukung oleh teori yang dikemukakan John Maynard Keynes dalam bukunya 
yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money yang 
diterbitkan pada tahun 1936. Keynes mengemukakan bahwa penggerak utama 
dalam perekonomian adalah perbelanjaan agregat (Y). Perbelanjaan agregat 
adalah pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan untuk membeli barang dan jasa 
yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam suatu periode tertentu. Semakin 
besar perbelanjaan agregat yang dilakukan dalam perekonomian, maka semakin 
tinggi tingkat kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja yang dicapai (Miller dan 
Pulsinelli, 1986:135). Sementara itu, salah satu komponen yang membentuk 
perbelanjaan agregat adalah pengeluaran pemerintah (G). Dengan demikian, 
dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pengeluaran pemerintah, maka semakin 
tinggi tingkat kegiatan ekonomi dalam masyarakat yang pada akhirnya akan 
mendorong pertumbuhan ekonomi. 
Beberapa penelitian mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap 
pertumbuhan ekonomi telah dilakukan, yakni penelitian yang dilakukan oleh 
6 
 
 
Silalahi (2006), Butar-Butar (2008), dan Eliza (2015). Ketiga peneliti tersebut 
menemukan hasil bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang positif 
dan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (yang diproksikan 
dengan PDRB). 
Pengeluaran pemerintah atau Belanja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 
tahun 2011-2015 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, seperti yang 
terlihat pada tabel 1.3. Peningkatan belanja tersebut diharapkan mampu 
menggiatkan pertumbuhan perekonomian sebagaimana teori yang dikemukakan 
oleh Keynes. Namun pada kenyataannya, peningkatan belanja pemerintah 
tidaklah selalu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat ketika 
terjadinya peningkatan belanja pemerintah provinsi pada tahun 2013-2015, 
namun pertumbuhan ekonomi tahun 2013-2015 semakin melambat (tabel 1.2). 
Tabel 1.3 Perkembangan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2015 
Tahun Total Belanja (Rp) 
2011 3.385.714.310.554,11 
2012 4.877.554.095.141,08 
2013 5.330.072.086.081,27 
2014 6.084.919.513.173,76 
2015 6.167.110.898.573,19 
Sumber: Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 35 Tahun 2015 
Kondisi pertumbuhan ekonomi yang melambat ketika belanja pemerintah 
mengalami kenaikan menimbulkan dugaan bahwa alokasi belanja-belanja dalam 
struktur APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum optimal sehingga 
belanja pemerintah tidak mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Apabila 
kenaikan belanja pemerintah disebabkan oleh peningkatan alokasi untuk belanja 
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pegawai atau alokasi belanja yang tidak langsung memenuhi kebutuhan 
masyarakat, maka hal ini kurang efektif dalam mendorong pertumbuhan 
ekonomi. Oleh sebab itu, diperlukan pergeseran komposisi belanja oleh 
pemerintah daerah sebagai upaya logis untuk meningkatkan investasi modal 
dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan aset tetap 
lainnya (Uhise, 2013:1678). 
Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sukirno (2007:450-
451) bahwa untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang teguh, investasi harus 
terus menerus mengalami pertambahan dari tahun ke tahun. Pertambahan 
investasi tersebut akan mewujudkan kenaikan kapasitas barang-barang modal. 
Sekiranya peningkatan investasi ini tidak berlaku, maka pertumbuhan ekonomi 
akan mengalami perlambatan dan mungkin akan menghadapi resesi. 
Peningkatan investasi pemerintah dalam bentuk aset tetap dilakukan melalui 
mekanisme belanja modal. Peningkatan alokasi belanja modal harus melalui 
pertimbangan, perkiraan, dan perhitungan yang panjang sebab belanja modal 
membutuhkan biaya yang cukup besar dan pengembalian dalam jangka waktu 
yang tidak sebentar (Badrudin, 2012:65). Peningkatan belanja modal diharapkan 
dapat menggiatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat sebab pembangunan di sektor ini akan menimbulkan multiplier effect 
yang besar sehingga dapat menjadi dasar yang kuat untuk pembangunan 
ekonomi berikutnya. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh 
Halim (2014:225) bahwa apabila pemerintah Indonesia mampu menggunakan 
belanja modal secara bijaksana, maka diharapkan akan memberikan efek 
multifier dalam perekonomian nasional. Hal serupa pun disampaikan oleh 
Soepangat dan Gaol (1991:52) yang menyatakan bahwa peningkatan belanja 
modal yang menyebabkan peningkatan penyediaan layanan barang dan jasa 
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publik kepada masyarakat akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain 
itu, belanja modal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena dengan 
adanya sarana prasarana dan fasilitas umum yang memadai, maka perpindahan 
barang atau pergerakan orang tidak akan terganggu, mengingat perekonomian 
akan tumbuh karena aspek mobilitas perpindahan barang dan pergerakan orang 
(Badrudin, 2012:69). 
Investasi pemerintah yang dibentuk melalui belanja modal diharapkan dapat 
benar-benar menyentuh sektor ekonomi produktif masyarakat dan pertumbuhan 
ekonomi daerah. Belanja modal yang dialokasikan dalam APBD merupakan 
instrumen kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah untuk menentukan arah 
dan tujuan pembangunan, sehingga instrumen ini diharapkan dapat berfungsi 
sebagai salah satu komponen pemicu tumbuhnya perekonomian suatu daerah 
(Muis, 2012:4). 
Sayangnya, prioritas belanja modal pemerintah daerah cenderung diarahkan 
untuk pembangunan rumah dinas, pengadaan mobil dinas, dan pembelanjaan 
lain yang tidak tepat. Menurut Yudhoyono (2011, dalam Hendriwiyanto, 2014:3), 
seharusnya belanja modal digunakan untuk pembangunan infrastruktur, misalnya 
jalan dan jembatan, yang justru perlu ditingkatkan. Pendapat serupa 
diungkapkan pula oleh Hartati (2014) yang dikutip dari media online 
www.jpnn.com yang menyebutkan bahwa proporsi anggaran dalam APBN masih 
belum menunjukkan keberpihakan pada pembangunan. Hal ini tercermin dari 
masih rendahnya porsi belanja modal bila dibandingkan dengan porsi belanja 
pegawai padahal belanja modal inilah yang memberi dampak paling besar bagi 
perekonomian. Hartati (2014) kemudian menambahkan bahwa selain porsi 
belanja modal yang kecil, tingkat realisasi belanja modal pun seringkali rendah. 
Akibatnya, dorongan APBN pada pertumbuhan ekonomi kurang optimal. 
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Beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa belanja 
modal tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi berdasarkan hasil pengujian 
statistik. Anasmen (2009) yang meneliti pengaruh belanja modal terhadap PDRB 
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat memperoleh hasil bahwa  belanja 
modal pemerintah kabupaten/kota tidak berpengaruh cukup besar pada 
pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto. Hasil penelitian yang tidak jauh 
berbeda juga ditemukan oleh Utami (2007) yang menyebutkan bahwa 
pengeluaran pembangunan pemerintah dalam jangka panjang memiliki pengaruh 
yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena adanya 
ketidakefisienan dalam pelaksanaannya. Penelitian yang dilakukan oleh Bati 
(2009) juga menemukan hasil bahwa belanja modal tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Berutu (2009) yang menunjukkan 
bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Hakim (2014) yang meneliti pengaruh 
belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi juga menemukan bahwa belanja 
modal tanah, peralatan dan mesin, serta belanja modal lainnya memberikan 
dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi 
Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa belanja modal masih memiliki 
pengaruh yang berbeda terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut. Namun, 
penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dalam hal rasio keserasian 
belanja modal diposisikan sebagai variabel moderasi untuk mengetahui apakah 
proporsi alokasi belanja modal terhadap total realisasi belanja akan memperkuat 
atau memperlemah hubungan antara pengeluaran pemerintah terhadap 
pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, peneliti akan melakukan penelitian 
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dengan judul “Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
dengan Dimoderasi Keserasian Belanja Modal”. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan penelitian yang dilakukan 
pada kasus serupa sebelumnya, maka dalam penelitian ini dirumuskan 
permasalahan sebagai berikut. 
1. Apakah belanja daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada 
kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan? 
2. Apakah keserasian belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan 
ekonomi pada kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan? 
3. Apakah keserasian belanja modal dapat memoderasi hubungan antara 
belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten dan kota di 
Provinsi Sulawesi Selatan? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan 
sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh belanja daerah terhadap 
pertumbuhan ekonomi pada kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
2. untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh keserasian belanja modal 
terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten dan kota di Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
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3. untuk mengetahui apakah keserasian belanja modal dapat memoderasi 
hubungan antara belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada 
kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 
 
1.4. Kegunaan Penelitian 
1.4.1. Kegunaan Teoretis 
Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu kontribusi akademis sebagai 
cara menganalisis pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi 
dengan dimoderasi keserasian belanja modal. 
 
1.4.2. Kegunaan Praktis 
1. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis tentang pengaruh 
belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan dimoderasi 
keserasian belanja modal 
2. Penelitian ini dapat memberikan masukan atau pertimbangan bagi 
pemerintah daerah kabupaten dan kota di provinsi Sulawesi Selatan 
ataupun provinsi lainnya yang memiliki karakteristik yang kurang lebih 
sama serta lembaga terkait dalam upaya meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi daerah. 
3. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terutama 
pada bidang penelitian sejenis. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Tinjauan Teori dan Konsep 
2.1.1 Teori Keynesian 
Dalam teori penentuan kegiatan ekonomi yang dikemukakan oleh 
Keynes, kegiatan perekonomian tergantung pada perbelanjaan atau pengeluaran 
agregat yang dilakukan dalam perekonomian pada suatu waktu tertentu. Yang 
dimaksud dengan pengeluaran atau perbelanjaan agregat adalah pengeluaran-
pengeluaran yang dilakukan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh 
suatu perekonomian dalam suatu periode tertentu, dan biasanya diukur untuk 
suatu tahun tertentu. Semakin besar perbelanjaan agregat yang dilakukan dalam 
perekonomian, maka semakin tinggi tingkat kegiatan ekonomi dan kesempatan 
kerja yang dicapai. 
Dalam suatu perekonomian modern, perbelanjaan agregat (Y) terdiri atas 
empat komponen utama, yaitu pengeluaran rumah tangga atau konsumsi rumah 
tangga (C), investasi yang dilakukan oleh pihak swasta (I), pengeluaran 
pemerintah dalam bentuk konsumsi dan investasi pemerintah (G), dan eksport 
bersih, yakni ekspor (X) dikurangi impor (M). Perbelanjaan agregat (Y) tersebut 
dapat dituangkan dalam persamaan berikut. 
Y = C + I + G + X – M (1) 
Dari persamaan di atas diketahui bahwa inti dari model yang diajukan oleh 
Keynes adalah bahwa perbelanjaan agregat merupakan penggerak utama dalam 
perekonomian, sedangkan output agregat yang menunjukkan nilai atas output 
nasional pada setiap dan seluruh tingkat pendapatan nasional adalah bersifat
13 
 
 
pasif dan berubah-ubah berdasarkan perbelanjaan agregat (Miller dan Pulsinelli, 
1986:135). 
Pengeluaran pemerintah dipandang sebagai perbelanjaan otonomi 
karena pendapatan nasional bukanlah merupakan faktor penting yang akan 
mempengaruhi keputusan pemerintah untuk menentukan anggaran belanjanya. 
Menurut Sadono Sukirno (2007:108-109), pada dasarnya ada tiga faktor penting 
yang akan menentukan pengeluaran pemerintah pada suatu tahun tertentu 
adalah sebagai berikut. 
1. Penerimaan pajak. Setiap perekonomian akan mengutip pajak dan 
beberapa pungutan pemerintah yang lain. Salah satu tujuan dari pengutipan 
pajak tersebut adalah untuk mengenakan pembayaran ke atas jasa-jasa yang 
disediakan pemerintah seperti menyediakan infrastruktur, administrasi 
pemerintah dan aparat keamanan (polisi dan tentara). Di samping itu ia 
bertujuan untuk menyeimbangkan pendapatan berbagai golongan 
masyarakat dan daerah. Tujuan lain adalah untuk mengumpulkan dana yang 
akan digunakan untuk mendorong pembangunan yang lebih cepat di masa 
depan. 
Seperti dengan kehidupan dalam suatu keluarga, dalam suatu masyarakat 
juga pemerintah harus berusaha untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran 
yang sesuai dengan pendapatannya. Pengeluaran yang berlebih-lebihan 
menimbulkan beberapa akibat buruk seperti kemungkinan berlakunya inflasi 
yang serius atau hutang negara yang berlebih-lebihan. Untuk menghindari 
masalah-masalah seperti ini, pemerintah perlu mempertimbangkan 
penerimaan pajaknya dalam menyusun anggaran belanjanya. 
2. Pertimbangan politik. Pertimbangan-pertimbangan politik selalu 
menyebabkan pemerintah melakukan perbelanjaan yang jauh lebih besar 
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dari penerimaannya. Ancaman dari luar atau kekacauan politik di dalam 
negeri memaksa berbagai negara untuk membelanjakan uang yang lebih 
banyak untuk menjaga ketentraman negara. Menyediakan infrastruktur dan 
anggaran belanja ke berbagai daerah juga merupakan faktor penting lain 
yang akan mendorong pemerintah melakukan perbelanjaan yang jauh lebih 
besar dari penerimaan pajaknya. Salah satu pertimbangan politik penting 
yang akan mempengaruhi anggaran belanja pada masa kini adalah keinginan 
untuk mempercepat proses pembangunan di masa depan. Keinginan ini akan 
menyebabkan perbelanjaan untuk membangun infrastruktur yang lebih 
banyak dan investasi pemerintah ini akan meningkatkan pengeluaran 
pemerintah. 
3. Mewujudkan kegiatan ekonomi yang teguh. Setiap negara akan selalu 
berusaha mencapai kesempatan kerja penuh. Tetapi sering kali keadaan 
yang diidam-idamkan ini tidak tercapai. Bahkan adakalanya kemerosotan 
ekonomi yang serius berlaku dan tingkat pengangguran sangat tinggi. Dalam 
keadaan seperti itu, para pengusaha tidak mempunyai gairah untuk 
melakukan investasi dan rumah tangga menjadi semakin berhati-hati 
membelanjakan uangnya. Hal seperti ini akan memperburuk keadaan 
kemunduran ekonomi yang berlaku. Untuk menghindarinya, pemerintah perlu 
meningkatkan pengeluarannya. 
Analisis makroekonomi yang dikembangkan oleh Keynes sangat 
menekankan peranan pemerintah dalam mengatur kegiatan perekonomian 
sebab tanpa campur tangan pemerintah, yakni apabila kegiatan perekonomian 
sepenuhnya diatur oleh kegiatan di pasar bebas, bukan saja perekonomian tidak 
selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh tetapi juga kestabilan kegiatan 
ekonomi tidak dapat diwujudkan (Sukirno, 2007:121). Wujud campur tangan 
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pemerintah dapat dilakukan dengan membuat perubahan pada pengeluaran 
pemerintah (G) atau perubahan pada bidang perpajakan. Menurut Miller dan 
Pulsinelli (1986:485), perubahan pada pengeluaran pemerintah lebih efisien 
daripada perubahan dengan jumlah yang sama pada transfer atau perpajakan, 
dengan variabel lain konstan, sebab multiplier pada pengeluaran pemerintah 
lebih besar daripada multiplier pajak. Dengan demikian, perubahan pada 
pengeluaran pemerintah sangat mempengaruhi perubahan pendapatan nasional. 
 
2.1.2 Belanja Daerah 
Sebagaimana disebutkan pada pasal 1 ayat 51 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai 
pengurang nilai kekayaan bersih. Selanjutnya pada pasal 31 ayat 1 dijelaskan 
bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota 
yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya 
dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara 
pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang 
ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. 
Belanja daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 
a. Urusan pemerintahan. Belanja menurut urusan pemerintahan yang 
penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan 
bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan 
ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan 
16 
 
 
kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan. 
Belanja menurut urusan pemerintahan adalah sebagai berikut. 
1. Belanja urusan wajib. 
2. Belanja urusan pilihan. 
b. Fungsi. Belanja menurut fungsi digunakan untuk tujuan keselarasan dan 
keterpaduan pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari: 
1. pelayanan umum;  
2. ketertiban dan ketentraman;  
3. ekonomi;  
4. lingkungan hidup;  
5. perumahan dan fasilitas umum;  
6. kesehatan;  
7. pariwisata dan budaya;  
8. pendidikan;  
9. perlindungan sosial.  
c. Organisasi. Belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan 
organisasi pada masing-masing pemerintah daerah. 
d. Program dan kegiatan. Belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan 
dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 
e. Kelompok belanja. Belanja menurut kelompok belanja adalah sebagai 
berikut. 
1. Belanja tidak langsung, yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait 
secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok 
belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:  
a) belanja pegawai; 
b) bunga; 
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c) subsidi; 
d) hibah; 
e) bantuan sosial; 
f) belanja bagi basil; 
g) bantuan keuangan; 
h) belanja tidak terduga.  
2. Belanja langsung, yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung 
dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung 
dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:  
a. belanja pegawai; 
b. belanja barang dan jasa; 
c. belanja modal. 
 
2.1.3 Belanja Modal 
Halim (2004:73) mendefinisikan Belanja Modal adalah pengeluaran yang 
dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset 
tetap/Inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, 
termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang 
sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan 
kapasitas dan kualitas aset. Definisi belanja modal yang serupa diutarakan oleh 
Mardiasmo (2002:67), yakni pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi 
satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan 
selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan 
pemeliharaannya. 
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2008:PSAP 02-7) 
mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan 
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aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode 
akuntansi. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa belanja modal adalah 
pengeluaran anggaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang 
sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari 
satu periode akuntansi. 
Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 53 ayat (1), 
belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 
pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai 
nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan 
pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan 
bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya. 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi 
Anggaran mengatur bahwa kriteria kapitalisasi dalam pengadaan/pemeliharaan 
barang/aset merupakan suatu tahap validasi untuk penetapan belanja modal 
atau bukan dan merupakan syarat wajib dalam penetapan kapitalisasi atas 
pengadaan barang/aset apabila sebagai berikut. 
1. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya aset 
dan/atau bertambahnya masa manfaat/ umur ekonomis aset berkenaan. 
2. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya 
kapasitas, peningkatan standar kinerja, atau volume aset. 
3. Memenuhi nilai minimum kapitalisasi, yaitu: 
a. untuk pengadaan peralatan dan mesin, batas minimal harga pasar per 
unit barang adalah sebesar Rp300.000,00; 
b. untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung dan bangunan per 
paket pekerjaan adalah sebesar Rp10.000.000,00. 
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4. Pengadaan barang tersebut tidak dimaksudkan untuk diserahkan/dipasarkan 
kepada masyarakat atau entitas lain di luar pemerintah. 
Masih dalam peraturan yang sama, belanja modal dipergunakan untuk 
antara lain sebagai berikut. 
1. Belanja modal tanah, yaitu seluruh pengeluaran untuk pengadaan/ 
pembelian/pembebasan/penyelesaian, balik nama, pengosongan, 
penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta 
pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan 
dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat 
pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap 
digunakan/dipakai. 
2. Belanja modal peralatan dan mesin, yaitu pengeluaran untuk pengadaan 
peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara 
lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya 
langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan 
dan mesin tersebut siap digunakan. 
3. Belanja modal gedung dan bangunan, yaitu pengeluaran untuk memperoleh 
gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan 
bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, 
termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual). Dalam 
belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait 
dengan perolehan gedung dan bangunan. 
4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, yaitu pengeluaran untuk 
memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai 
meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang 
dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan  tersebut siap 
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pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan 
penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di 
atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan. 
5. Belanja modal lainnya, yaitu pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan 
pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya 
yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal 
tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi, dan 
jaringan. Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli (leasehold), 
pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (art pieces), barang-barang 
purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku-
buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan 
diserahkan kepada masyarakat. Termasuk dalam belanja modal ini adalah 
belanja modal non fisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat 
teridentifikasi dan terukur. 
6. Belanja modal Badan Layanan Umum (BLU), yaitu pengeluaran untuk 
pengadaan/perolehan/pembelian aset yang dipergunakan dalam rangka 
penyelenggaraan operasional BLU. 
 
2.1.4 Keserasian Belanja Daerah 
Rasio keserasian merupakan salah satu jenis dari rasio aktivitas yang 
digunakan sebagai alat untuk menganalisis rasio keuangan APBD. Menurut 
Halim (2004:235-236), rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah 
daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja 
pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang 
dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja 
pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana 
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ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, rasio 
keserasian tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut. 
Rasio Belanja Rutin terhadap APBD =  
Total Belanja Rutin
Total APBD
 (2) 
 
Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD =  
Total Belanja Pembangunan
Total APBD
 (3) 
Belum ada tolok ukur yang pasti berapa besarnya rasio belanja rutin 
maupun pembangunan terhadap APBD yang ideal karena sangat dipengaruhi 
oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang 
diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Dalam konteks 
penerapan otonomi daerah yang bertujuan untuk kemandirian pemerintah daerah 
dalam pengelolaan rumah tangganya, pemerintah pusat tetap memberikan 
bantuan berupa dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Upaya 
peningkatan kemandirian ini menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan 
pelayanan publiknya sehingga anggaran belanja daerah akan tidak logis jika 
proporsi anggarannya lebih banyak untuk belanja rutin (Abimanyu, 2005 dalam 
Dwirandra, 2013:69). 
Menurut Bastian (2006:206), sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka sistem penganggaran mengacu 
pada praktik yang berlaku secara internasional dimana sistem penganggaran 
belanja negara secara implisit menggunakan sistem unified budget sehingga 
tidak ada pemisahan antara pengeluaran rutin dan pembangunan. Oleh sebab 
itu, belanja negara kemudian diklasifikasikan menurut jenis belanja sehingga 
belanja pembangunan kemudian berganti menjadi belanja modal. 
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2.1.5 Pertumbuhan Ekonomi 
Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam 
perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam 
masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah 
pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam 
jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa 
sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu 
diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. 
Pertambahan potensi memproduksi seringkali lebih besar dari pertambahan 
produksi yang sebenarnya. Dengan demikian perkembangan ekonomi adalah 
lebih lambat dari potensinya. (Sadono Sukirno, 1996:10). 
Menurut Sadono Sukirno (1996:33), pertumbuhan dan pembangunan 
ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses 
kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. 
Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan 
pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi 
biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat 
indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan. 
Pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB) (Bapenas, 2003 dalam Hendriwiyanto, 2014:12). PDRB 
secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang 
dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Lebih 
jauh, perkembangan besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang 
dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah, 
atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin 
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melalui pertumbuhan nilai PDRB (Bappeda Pekanbaru, 2014 dalam 
Hendriwiyanto, 2014:12). 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah 
bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu 
wilayah dalam kurun waktu tertentu biasanya satu tahun ataupun dalam tiga 
bulan atau semesteran. Sedangkan, nilai tambah adalah nilai produksi (output) 
dikurangi dengan biaya antara (intermediate cost). Nilai tambah bruto mencakup 
komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, sewa, dan keuntungan), 
penyusutan, dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menghitung nilai 
tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto 
(Kembauw, 2015:25). 
Manfaat dari data PDRB (Kembauw, 2015:26) adalah sebagai berikut. 
a. Mengetahui atau menelaah struktur atau susunan perekonomian suatu 
wilayah. 
b. Membandingkan perekonomian suatu wilayah dari waktu ke waktu. 
c. Membandingkan perekonomian antarwilayah. 
d. Merumuskan kebijakan pemerintah. 
PDRB secara berkala dapat disajikan dalam dua bentuk yaitu atas dasar 
harga berlaku dan atas dasar harga konstan pada suatu tahun dasar maupun 
triwulan (Kembauw, 2015:26), yang dapat dijelaskan sebagai berikut. 
1. Penyajian atas dasar harga berlaku, semua agregat pendapatan dinilai atas 
dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahun, baik pada saat menilai 
produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen nilai tambah 
dan komponen pengeluaran PDRB. 
2. Penyajian atas dasar harga konstan pada suatu tahun dasar, semua agregat 
pendapatan dinilai atas dasar harga yang terjadi pada tahun dasar (dalam hal 
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ini dipakai harga konstan didasarkan harga pada tahun 2000). Karena 
menggunakan harga tetap, maka perkembangan agregat dari tahun ke tahun 
semata-mata disebabkan oleh perkembangan riil dari kuantum produksi 
tanpa mengandung fluktuasi harga. 
Menurut Tarigan (2007 dalam Kembauw, 2015:27), dalam perhitungan 
PDRB atas dasar harga berlaku ada dua metode yaitu metode langsung dan 
metode tidak langsung. Metode langsung adalah perhitungan dengan 
menggunakan data daerah atau data asli yang menggambarkan kondisi daerah 
dan digali dari sumber data yang ada di daerah itu sendiri. Hal ini berbeda 
dengan metode tidak langsung yaitu perhitungan dengan mengalokasikan 
pendapatan nasional menjadi pendapatan regional memakai berbagai macam 
indikator, antara lain jumlah produksi, jumlah penduduk, luas areal sebagai 
alokatornya. 
Menurut BPS, untuk menghitung angka-angka PDB/PDRB ada tiga 
pendekatan yang dapat digunakan sebagai berikut. 
1. Pendekatan produksi, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh nilai tambah 
atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit unit produksi di 
wilayah suatu  daerah  dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). 
Unit-unit produksi dalam penyajian ini dikelompokkan dalam sembilan 
lapangan usaha (sektor), yaitu: 
a. pertanian,  peternakan, kehutanan dan perikanan; 
b. pertambangan dan penggalian; 
c. industri pengolahan; 
d. listrik, gas dan air bersih; 
e. konstruksi; 
f. perdagangan, hotel dan restoran; 
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g. pengangkutan dan komunikasi; 
h. keuangan, real estate dan jasa perusahaan; 
i. jasa-jasa (termasuk jasa pemerintah).  
2. Pendekatan pendapatan, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh balas 
jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses 
produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). 
Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal 
dan keuntungan. Semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak 
langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan 
pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi). 
3. Pendekatan pengeluaran, yaitu semua komponen permintaan akhir yang 
terdiri dari: 
a. pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba; 
b. konsumsi pemerintah; 
c. pembentukan modal tetap domestik bruto; 
d. perubahan inventori; 
e. ekspor neto (merupakan ekspor dikurangi impor). 
Menurut BPS, secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan 
menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan 
jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan 
jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan 
cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya 
sudah dicakup pajak tak langsung neto. Pendapat serupa dikemukakan oleh 
Kembauw (2015:27) yang menyatakan bahwa ketiga pendekatan tersebut 
merupakan metode langsung yang digunakan untuk menghitung PDRB atas 
dasar harga berlaku. 
26 
 
 
Menurut Bank Indonesia, PDRB atas dasar harga konstan digunakan 
untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau 
pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Hal ini berarti 
bahwa pertumbuhan PDRB mencerminkan pertumbuhan output yang dihasilkan 
perekonomian dalam periode tertentu. 
 
2.2. Tinjauan Empirik 
1. Penelitian oleh A.A.N.B. Dwirandra (2013) 
Penelitian yang dilakukan oleh A.A.N.B. Dwirandra (2013) yang berjudul 
“Pengaruh Desentralisasi Fiskal pada Pertumbuhan Ekonomi dengan Keserasian 
Belanja Daerah sebagai Variabel Pemoderasi” menunjukkan hasil bahwa 
desentralisasi fiskal dan keserasian belanja daerah secara simultan dan parsial 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. 
Selanjutnya, keserasian belanja daerah mampu meningkatkan pengaruh 
desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dengan parameter PDRB 
tetapi tidak untuk parameter PDRB per kapita dan IPM. 
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh A.A.N.B. 
Dwirandra (2013) terletak pada variabel independennya. Penelitian ini 
menggunakan belanja daerah sebagai variabel independen, sedangkan A.A.N.B. 
Dwirandra (2013) menggunakan desentralisasi fiskal sebagai variabel 
independennya. Selain itu, variabel dependen, yaitu pertumbuhan ekonomi, 
dalam penelitian A.A.N.B. Dwirandra (2013) diproksi dengan menggunakan 
PDRB, Indeks Pembangunan Manusia, dan PDRB per kapita. Sedangkan, 
penelitian ini memproksi pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen 
hanya dengan menggunakan PDRB. 
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian A.A.N.B. Dwirandra (2013) 
terletak pada variabel pemoderasinya, yaitu keserasian belanja daerah dengan 
menggunakan rasio total belanja modal terhadap total APBD. 
 
2. Penelitian oleh Lukman Hakim (2014) 
Penelitian yang dilakukan oleh Lukman Hakim (2014) yang berjudul 
“Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus 
Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Bali)” menunjukkan hasil bahwa 
peningkatan belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, serta 
belanja modal lainnya memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan 
ekonomi. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh variabel belanja infrastruktur, yaitu 
belanja modal gedung dan bangunan serta belanja jalan, irigasi, dan jaringan 
yang tidak berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Lukman 
Hakim (2014) terletak pada variabel independennya. Penelitian ini menggunakan 
belanja daerah sebagai variabel independen, sedangkan Lukman Hakim (2014) 
menggunakan belanja modal sebagai variabel independennya. Selain itu, belanja 
modal dalam penelitian Lukman Hakim (2014) dibagi menjadi belanja modal 
tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, 
belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, dan belanja modal lainnya, sehingga 
dalam penelitian Lukman Hakim (2014) terdapat lima variabel independen. 
Penelitian ini tidak mengklasifikasikan belanja daerah ke dalam beberapa bagian 
sehingga hanya akan ada satu variabel independen, yakni total belanja daerah. 
Persamaan penelitian ini dengan penelitian Lukman Hakim (2014) terletak 
pada variabel dependennya, yaitu pertumbuhan ekonomi yang diproksi dengan 
PDRB. 
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3. Penelitian oleh Yulina Eliza (2015) 
Penelitian yang dilakukan oleh Yulina Eliza (2015) yang berjudul “Pengaruh 
Pengeluaran Pemerintah, Investasi dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi di Sumatera Barat” menunjukkan hasil bahwa secara parsial 
pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan), investasi, dan angkatan kerja 
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara simultan, 
pengeluaran pemerintah, investasi dan angkatan kerja signifikan mempengaruhi 
pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. 
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulina Eliza 
(2015) terletak pada variabel independennya. Penelitian ini hanya menggunakan 
satu variabel independen, yakni belanja daerah, sedangkan Yulina Eliza (2015) 
menggunakan tiga variabel independen, yakni pengeluaran pemerintah, 
investasi, dan angkatan kerja sebagai variabel independennya. Selain itu, 
penelitian Yulina Eliza (2015) tidak menggunakan variabel pemoderasi untuk 
mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. 
Persamaan penelitian ini dengan penelitian Yulina Eliza (2015) terletak pada 
tujuannya, yaitu ingin mengetahui bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah 
terhadap pertumbuhan ekonomi. 
 
2.3. Kerangka Pemikiran 
Uraian di atas dan hasil penelitian sebelumnya telah banyak memberi 
informasi tentang adanya hubungan positif maupun negatif antara belanja daerah 
terhadap pertumbuhan ekonomi dengan dimoderasi keserasian belanja modal. 
Terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa belanja modal memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun terdapat pula 
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penelitian yang menunjukkan hasil sebaliknya. Selain itu, belum terdapat 
penelitian yang menempatkan keserasian belanja modal sebagai variabel 
pemoderasi untuk mengetahui apakah keserasian belanja tersebut dapat 
memoderasi hubungan antara belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Oleh sebab itu, maka penelitian akan dilakukan dengan kerangka pemikiran 
yang dapat digambarkan sebagai berikut untuk menjelaskan hubungan antara 
variabel independen terhadap variabel dependen serta dengan variabel 
pemoderasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Penelitian 
 
2.4. Hipotesis Penelitian 
Berdasarkan uraian sebelumnya dan temuan penelitian terdahulu, diduga 
bahwa keserasian belanja modal dapat memperkuat hubungan belanja daerah 
sebagai variabel independen dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel 
dependen. Oleh sebab itu, dapat diduga bahwa variabel keserasian belanja 
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modal memiliki sifat sebagai variabel pemoderasi. Hal ini mengarahkan peneliti 
pada pengembangan hipotesis yakni sebagai berikut. 
a. Hubungan Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
Pemerintah berperan penting dalam perekonomian melalui kebijakan 
fiskalnya untuk mengatur sisi pengeluarannya. Ketika perekonomian sedang 
melambat, pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya untuk meningkatkan 
permintaan barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat sehingga 
perekonomian dapat bergerak kembali. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi 
akan meningkatkan pula tingkat pendapatan masyarakat sehingga mereka dapat 
memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, kemakmuran dan 
kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. 
Analisis makroekonomi yang dikembangkan oleh Keynes sangat 
menekankan peranan pemerintah dalam mengatur kegiatan perekonomian 
sebab tanpa campur tangan pemerintah, yakni apabila kegiatan perekonomian 
sepenuhnya diatur oleh kegiatan di pasar bebas, bukan saja perekonomian tidak 
selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh tetapi juga kestabilan kegiatan 
ekonomi tidak dapat diwujudkan (Sukirno, 2007:121). 
Hubungan positif antara pengeluaran pemerintah, yang dalam penelitian ini 
menggunakan belanja daerah sebagai variabel independennya, terhadap 
pertumbuhan ekonomi telah dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh 
Berutu (2009) dengan hasil penelitian bahwa pengeluaran rutin dan pengeluaran 
pembangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 
di Kabupaten Dairi. Hasil serupa juga ditemukan oleh Eliza (2015) yang 
membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. 
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Berdasarkan uraian di atas dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis 
yang diajukan adalah sebagai berikut. 
H1 : Belanja daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. 
b. Hubungan Keserasian Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
Dalam teori makroekonomi yang dikemukakan oleh Keynes, peranan 
pemerintah melalui sisi pengeluarannya sangat penting dalam perekonomian 
sebab sektor swasta tidak dapat mengatasi masalah perekonomian. Belanja 
modal merupakan komponen pengeluaran pemerintah yang berperan sebagai 
investasi pemerintah untuk menyediakan layanan publik memadai yang 
dibutuhkan oleh masyarakat namun tidak dapat disediakan oleh pihak swasta. 
Layanan publik tersebut merupakan kebutuhan dasar masyarakat untuk 
meningkatkan kesejahteraan hidup mereka, seperti pendidikan, kesehatan, dan 
transportasi. 
Mengacu pada model yang dikemukakan oleh Rostow dan Musgrave 
(Mangkoesoebroto, 1997 dalam Hendarmin, 2012:149), dijelaskan bahwa model 
belanja modal pemerintah pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase 
investasi pemerintah terhadap total investasi (investasi pemerintah ditambah 
dengan investasi pihak swasta) adalah besar. Hal ini disebabkan pemerintah 
harus menyediakan sarana dan prasarana dasar yang dibutuhkan oleh 
masyarakat. Penyediaan sarana dan prasarana dasar ini seharusnya dapat 
meningkatkan taraf hidup masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan 
produktivitas mereka sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Oleh 
sebab itulah dapat dikatakan bahwa semakin tinggi alokasi belanja modal dalam 
APBD, yang tercermin dari tingginya rasio keserasian belanja modal, maka 
pertumbuhan ekonomi pun akan semakin tinggi. 
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Hubungan positif antara rasio keserasian belanja modal terhadap 
pertumbuhan ekonomi telah dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Kawa 
(2011) dengan hasil penelitian bahwa rasio keserasian belanja modal sebagai 
alat pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian di atas dan hasil 
penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. 
H2 : Keserasian belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 
ekonomi. 
c. Hubungan Belanja Daerah, Keserasian Belanja Modal, dan Pertumbuhan 
Ekonomi 
Pemerintah mengemban tanggung jawab untuk mensejahterakan dan 
memakmurkan rakyatnya. Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, 
pemerintah harus mampu membantu memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya. 
Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dapat membantu masyarakat 
untuk meningkatkan produktivitasnya dalam bekerja sehingga taraf kehidupan 
mereka dapat meningkat. Peningkatan taraf hidup tersebut ditandai dengan 
tingginya tingkat pendapatan masyarakat sehingga dapat memicu pertumbuhan 
ekonomi. 
Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi masyarakat 
dilakukan dengan mengalokasikan dana untuk belanja terkait dalam anggaran 
pendapatan dan belanja pemerintah. Pemerintah dapat meningkatkan investasi 
modal dalam bentuk aset tetap melalui mekanisme belanja modal sehingga 
pemerintah dapat meningkatkan pelayanan publik. Pelayanan publik dapat 
menggiatkan pertumbuhan ekonomi sebab pembangunan di sektor ini akan 
menimbulkan multiplier effect yang besar sehingga dapat menjadi dasar yang 
kuat untuk pembangunan ekonomi berikutnya. 
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Penerapan otonomi daerah bertujuan untuk membentuk kemandirian 
pemerintah daerah dalam pengelolaan rumah tangganya. Otonomi daerah juga 
menitikberatkan pada diskresi (kebebasan) untuk membelanjakan dana termasuk 
belanja modal sesuai kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah (Saragih, 
2003:40). Diskresi ini tentunya menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan 
pelayanan publiknya sehingga anggaran belanja daerah akan tidak logis jika 
proporsi anggarannya lebih banyak untuk belanja rutin (Abimanyu, 2005 dalam 
Dwirandra, 2013:69). Jika pemerintah daerah menetapkan anggaran belanja 
pembangunan lebih besar dari pengeluaran rutin, maka kebijakan ekspansi 
anggaran daerah ini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah (Saragih, 
2003:82). 
Berdasarkan uraian di atas dan hasil-hasil penelitian sebelumnya, maka 
hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. 
H3 : Keserasian belanja modal memoderasi hubungan belanja daerah dan 
pertumbuhan ekonomi. 
 
  
  
 
 
34 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1. Rancangan Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif karena data penelitian yang 
digunakan berupa angka-angka (Sekaran dan Bougie, 2013:3). Penelitian ini 
menguji hipotesis untuk mengetahui apakah Belanja Daerah berpengaruh 
terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Keserasian Belanja Modal sebagai 
variabel pemoderasi. 
 
3.2. Tempat dan Waktu 
Penelitian ini dilakukan pada kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi 
Selatan. Data penelitian diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi 
Selatan dan Pusat Informasi dan Komunikasi Badan Pemeriksa Keuangan RI. 
Waktu penelitian belum ditentukan. 
 
3.3. Populasi dan Sampel 
Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah 
kabupaten/kota seluruh Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri 
dari 21 pemerintah kabupaten dan 3 pemerintah kota dengan rentang waktu 
pengamatan yaitu dari tahun anggaran 2011 sampai dengan 2015. 
Metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 
sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. 
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3.4. Jenis dan Sumber Data 
Penelitian ini menggunakan data sekunder, yakni data PDRB atas dasar 
harga konstan tahun 2010 untuk masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi 
Sulawesi Selatan dari tahun 2011 sampai dengan 2015. Data PDRB tersebut 
diperoleh dari website Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Selain 
data PDRB, penelitian ini juga menggunakan data realisasi belanja daerah dari 
Laporan Realisasi Anggaran masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi 
Selatan dari tahun 2011 sampai dengan 2015 yang diperoleh dari Laporan Hasil 
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Kantor Perwakilan 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
 
3.5. Teknik Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode dokumentasi dari sumber data sekunder dengan mengumpulkan, 
mencatat, mengunduh dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian.   
Selain data sekunder yang berasal dari dokumen, data dalam penelitian ini 
juga diambil melalui studi pustaka yang berasal dari berbagai penelitian terdahulu 
yang sejenis, literatur, jurnal, artikel dan pengetahuan yang dianggap relevan 
dengan pembahasan. 
 
3.6. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan sebagai variabel independen 
adalah belanja daerah (BD) sedangkan sebagai variabel dependennya adalah 
pertumbuhan ekonomi (PE) dan keserasian belanja modal (KBM) sebagai 
variable pemoderasi. 
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Berikut adalah definisi operasional dari setiap variabel yang digunakan 
dalam penelitian ini. 
1. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai 
pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah menurut kelompok belanja 
terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Dalam penelitian ini 
yang diartikan sebagai belanja daerah adalah jumlah keseluruhan belanja 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dimulai dari tahun 2011 sampai 
dengan tahun 2015 atau selama 5 tahun. Variabel belanja daerah ini diukur 
berdasarkan angka yang sebenarnya tercantum dalam Total Realisasi 
Belanja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2011 sampai 
dengan tahun 2015. Skala pengukuran adalah rasio. 
2. Pertumbuhan Ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian 
yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat 
bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Variabel pertumbuhan 
ekonomi diukur dari selisih antara Pendapatan Domestik Regional Bruto 
(PDRB) pada saat ini dengan PDRB sebelumnya dibagi dengan PDRB 
sebelumnya. Skala pengukuran adalah rasio. 
3. Keserasian Belanja Modal adalah rasio yang menggambarkan bagaimana 
pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja 
pembangunan secara optimal. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 17 
tahun 2003 tentang Keuangan Negara, istilah belanja pembangunan telah 
diganti dengan belanja modal. Variabel keserasian belanja modal diukur dari 
total belanja modal dibagi dengan total belanja daerah. Skala pengukuran 
adalah rasio. 
4. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap 
dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. 
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Belanja modal terdiri atas belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan 
mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, 
dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal aset 
lainnya. Total belanja modal ini diukur berdasarkan angka yang sebenarnya 
tercantum dalam Total Realisasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan dari tahun 2011 sampai dengan 2015. Skala pengukuran 
adalah rasio. 
 
3.7. Instrumen Penelitian 
Untuk keperluan pengolahan data pada penelitian ini, digunakan bantuan 
perangkat lunak berupa IBM SPSS Statistics 23. 
 
3.8. Analisis Data 
Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah 
analisis regresi linear berganda dan uji residual. Gujarati (2007:8) berpendapat 
bahwa model regresi linear berganda adalah model regresi dengan 
menggunakan beberapa atau banyak variabel independen. Dalam analisis 
regresi linear, sasaran utamanya adalah menjelaskan perilaku suatu variabel 
(yakni, variabel dependen) sehubungan dengan perilaku satu atau lebih variabel 
lain (dalam hal ini, variabel independen), dengan memperhitungkan fakta bahwa 
hubungan antara semua variabel tersebut bersifat tidak pasti (Gujarati, 2007:7). 
Menurut Baron dan Kenny (1986:1174), variabel pemoderasi adalah variabel 
yang mempengaruhi arah dan/atau kekuatan hubungan antara variabel 
independen dan variabel dependen. Salah satu sifat variabel pemoderasi adalah 
bahwa variabel pemoderasi dapat berperan sebagai variabel independen (Baron 
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dan Kenny, 1986:1174). Pengujian variabel pemoderasi dalam penelitian ini akan 
menggunakan metode Moderated Regression Analysis (MRA). Menurut Ghozali 
(2016:219), metode MRA menggunakan pendekatan analitik yang 
mempertahankan integritas sample dan memberikan dasar untuk mengontrol 
pengaruh variabel moderator. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif berupa 
pooled data dengan sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi non-
perilaku berupa dokumentasi laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah 
kabupaten dan kota di provinsi Sulawesi Selatan. Pooled data adalah data 
gabungan dari data time series dan data cross-section (Gujarati, 2004:28). 
Dalam pooled data, unit cross-section yang sama disurvei dalam beberapa waktu 
(Gujarati, 2004:636). 
 
3.8.1. Uji Asumsi Klasik 
3.8.1.1. Uji Normalitas 
Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang 
memiliki distribusi normal (Nugroho, 2005:18). Uji normalitas digunakan dalam 
tahap awal metode analisis data untuk mengetahui apakah dalam model regresi 
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 
2016:154). Terdapat beberapa cara untuk mengetahui apakah residual 
berdistribusi normal atau tidak, yaitu sebagai berikut (Gujarati, 2007:164). 
1. Uji Histogram Residual. Histogram residual adalah alat grafik sederhana yang 
digunakan untuk mengetahui fungsi kepadatan probabilitas untuk variabel 
acak. Kriteria pengujian ini adalah apabila kurva yang terbentuk berbentuk 
seperti lonceng, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 
2. Gambar Probabilitas Normal (GPN). Pengujian ini menggunakan kertas 
distribusi normal, yakni kertas yang digarisi khusus untuk menggambar grafik. 
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Pada sumbu horizontal (sumbu-X) digambarkan nilai variabel yang diamati 
dan pada sumbu vertikal (sumbu-Y) ditunjukkan nilai harapan dari variabel ini 
seandainya distribusinya normal. Jika variabel yang diamati sesungguhnya 
berasal dari populasi normal, maka GPN akan mendekati bentuk garis lurus. 
3. Uji Jarque-Bera. Apabila nilai JB lebih kecil dari nilai chi kuadrat yang 
diperoleh dari tabel, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 
Menurut Ghozali (2016:156), pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi 
dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau 
dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan 
adalah sebagai berikut. 
 Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 
diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal. Maka 
model regresi memenuhi asumsi normalitas. 
 Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis 
diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, 
maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 
 
3.8.1.2. Uji Multikolinearitas 
Uji Multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya variabel 
independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu 
model (Nugroho, 2005:58). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 
korelasi diantara variabel independen. 
Deteksi multikolinieritas dilakukan dengan cara sebagai berikut. 
1. Korelasi antar variabel (pairwise correlations) dimana apabila kurang dari 0,8 
maka tidak terdapat multikolinearitas dan sebaliknya apabila hubungan 
variabel diatas 0,8 maka terdapat multikolinearitas (Gujarati, 2004:359).  
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2. Nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) dengan kriteria apabila 
nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan VIF semua variabel independen lebih 
kecil dari 10,00 maka tidak terjadi multikolinearitas (Gujarati, 2004:362). 
 
3.8.1.3. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 
yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak 
terjadi heteroskedastisitas. (Ghozali, 2016:134). 
Beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas 
adalah dengan melihat grafik plot, Uji Park, Uji Glejser, dan Uji White. Menurut 
Ghozali (2016:134), dasar analisis untuk menentukan ada atau tidaknya 
heteroskedastisitas adalah sebagai berikut. 
1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 
yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 
mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 
angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 
 
3.8.2. Uji Hipotesis 
Setelah dilakukan uji asumsi klasik, maka dilakukan pengujian hipotesis 
menggunakan analisis linear berganda yang bertujuan untuk melihat pengaruh 
variabel independen terhadap variabel dependen dengan variabel pemoderasi. 
Model regresi linear berganda dalam penelitian ini menggunakan uji interaksi 
atau Moderated Regression Analysis (MRA) yang menggunakan unsur interaksi 
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(perkalian dua atau lebih variabel independen) dengan persamaan regresi 
sebagai berikut. 
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X1X2 + ε (4) 
Keterangan: 
Y = pertumbuhan ekonomi; 
α = konstanta; 
β1 - β3 = koefisien regresi; 
X1 = belanja daerah; 
X2 = keserasian belanja modal; 
X1 X2 = interaksi belanja daerah dan keserasian belanja modal; 
ε = error. 
Pengujian hipotesis hasil dari analisis regresi linear berganda dalam 
penelitian ini dilakukan dengan Uji Koefisien Determinasi, Uji Statistik F dan Uji t. 
 
3.8.2.1. Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien Determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 
2016:95). Dengan demikian uji determinasi atau R2 merupakan suatu ukuran baik 
atau tidaknya model regresi yang terestimasi. Nilai dari koefisien determinasi (R2) 
menunjukkan seberapa besar variasi dari variabel dependen (Y) dapat 
diterangkan oleh variabel independen (X). Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan 
variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 
terbatas. Bila hasil dari nilai koefisien determinasi sama dengan 0 (R2 = 0), 
berarti variasi dari Y tidak dapat diterangkan sama sekali oleh X atau tidak ada 
hubungan antara X dan Y. Sedangkan, bila hasilnya adalah satu (R2 = 1), berarti 
variasi dari Y secara keseluruhan dapat memberi informasi yang dibutuhkan 
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untuk memprediksi X. Baik atau buruknya suatu persamaan regresi dilihat dari 
hasil determinasi (R2) nya yang mempunyai nilai antara nol dan satu (0 < R2 < 1). 
Bila semakin dekat nilai R2 ke nilai 1, maka pengaruh variabel X yang dapat 
diterangkan semakin kuat. 
 
3.8.2.2. Uji Parsial (Uji Statistik t) 
Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen 
secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen. Derajat 
signifikansi yang digunakan adalah 5%. Apabila nilai signifikan lebih kecil dari 
5%, maka hipotesis alternatif diterima, yang menyatakan bahwa suatu variabel 
independen secara parsial atau secara individu mempengaruhi variabel 
dependen. Jika nilai signifikan lebih besar dari 5%, maka hipotesis nol diterima 
yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara parsial tidak 
mempengaruhi variabel dependen. 
 
3.8.2.3. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 
Uji F dikenal dengan uji simultan atau uji model/uji anova. Uji F digunakan 
untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama 
(simultan) terhadap variabel dependen. Signifikan berarti hubungan yang terjadi 
dapat berlaku untuk populasi. 
Taraf signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5% 
sehingga jika nilai signifikansi > 5%, maka tidak terdapat pengaruh yang 
signifikan secara bersama-sama antara variabel independen terhadap variabel 
dependen (H0 diterima). Jika nilai signifikansi < 5%, maka terdapat pengaruh 
yang signifikan secara bersama-sama antara variabel independen terhadap 
variabel dependen (Ha diterima). 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan mengenai pengaruh belanja 
daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan keserasian belanja modal 
sebagai variabel pemoderasi tahun 2011 sampai dengan 2015, maka diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut. 
1. Belanja daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada 
kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini tidak 
sejalan dengan hasil penelitian Berutu (2009) dan Eliza (2015) namun hasil 
penelitian ini menunjukkan hasil yang serupa dengan hasil penelitian 
Hutabarat (2014). 
2. Keserasian belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 
pada kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini 
tidak sejalan dengan hasil penelitian Kawa (2011). 
3. Keserasian belanja modal tidak mampu memoderasi hubungan belanja 
daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, baik secara parsial dan simultan, 
pada kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 
 
5.2. Saran 
Adapun saran yang dapat diajukan oleh peneliti atas penelitian ini adalah 
sebagai berikut. 
1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar menambah jumlah variabel 
independen yang digunakan sebab pertumbuhan ekonomi dipengaruhi pula
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oleh faktor-faktor lain seperti kemandirian keuangan daerah, tingkat 
partisipasi angkatan kerja, dan sebagainya. 
2. Menggunakan periode waktu penelitian yang lebih panjang sehingga hasil 
penelitian lebih memberikan gambaran yang komprehensif atas kondisi 
pertumbuhan ekonomi. 
3. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah 
kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyusun prioritas 
penggunaan anggaran dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas 
anggaran. Selain itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
diharapkan dapat mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap 
kepentingan masyarakat luas dengan memperhatikan keseimbangan alokasi 
anggaran untuk belanja operasional dan belanja modal. 
 
5.3. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sehingga dibutuhkan 
perbaikan dan pengembangan dalam penelitian berikutnya, yaitu sebagai berikut. 
1. Penelitian ini hanya menggunakan data 21 kabupaten dan 3 kota yang 
berada di Provinsi Sulawesi Selatan sehingga hasil penelitian ini hanya bisa 
diterapkan pada provinsi yang memiliki karakteristik yang kurang lebih sama. 
Karakteristik Provinsi Sulawesi Selatan adalah provinsi yang menjadi pusat 
ekonomi, khususnya di Pulau Sulawesi. 
2. Periode waktu penelitian hanya lima tahun, yaitu dari tahun 2011 sampai 
dengan 2015. 
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Lampiran 2: Peta Teori 
PETA TEORI 
No. 
Penulis/Topik/Judul 
Buku/Artikel 
Tujuan 
Penelitian/Penulisan 
Buku/Artikel 
Konsep/Teori/Hipotesis 
Variabel Penelitian 
dan Teknik Analisis 
Hasil Penelitian/Isi Buku 
1. Dwirandra, A.A.N.B. 
2013. Pengaruh 
Desentralisasi Fiskal 
pada Pertumbuhan 
Ekonomi dengan 
Keserasian Belanja 
Daerah sebagai 
Variabel Pemoderasi. 
Memperoleh bukti empiris 
dampak Keserasian 
Belanja Daerah terhadap 
pengaruh Desentralisasi 
Fiskal pada Pertumbuhan 
Ekonomi guna 
membuktikan adanya 
dugaan bahwa pengaruh 
desentralisasi fiskal tidak 
linear melainkan kontinjen 
terhadap pertumbuhan 
ekonomi. 
1. Teori Fiscal Federalism. 
2. Desentralisasi Fiskal dan 
Keserasian Belanja 
Daerah (KBD) secara 
parsial dan simultan 
berpengaruh positif 
terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi (PDRB). 
3. Desentralisasi Fiskal dan 
Keserasian Belanja 
Daerah (KBD) secara 
parsial dan simultan 
berpengaruh positif 
terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi (PDRB per 
kapita). 
4. Desentralisasi Fiskal dan 
Keserasian Belanja 
Daerah (KBD) secara 
parsial dan simultan 
berpengaruh positif 
terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi (IPM). 
5. Tingginya Keserasian 
Belanja Daerah 
meningkatkan pengaruh 
Variabel: 
1. Desentralisasi 
Fiskal. 
2. Keserasian Belanja 
Daerah (KBD). 
3. Pertumbuhan 
Ekonomi. 
 
Teknik Analisis: 
Analisis regresi linear 
berganda dengan 
metode Moderated 
Regression Analysis 
(MRA). 
1. Teori Fiscal Federalism 
menekankan bahwa 
pertumbuhan ekonomi dicapai 
dengan desentralisasi fiskal 
(otonomi daerah). 
2. Desentralisasi fiskal dan 
Keserasian Belanja Daerah 
(KBD) secara parsial dan 
simultan berpengaruh positif 
terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi (PDRB). 
3. Desentralisasi fiskal dan 
Keserasian Belanja Daerah 
(KBD) secara parsial dan 
simultan berpengaruh positif 
terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi (PDRB per kapita). 
4. Desentralisasi fiskal dan 
Keserasian Belanja Daerah 
(KBD) secara parsial dan 
simultan berpengaruh positif 
terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi (IPM). 
5. Tingginya Keserasian Belanja 
Daerah meningkatkan 
pengaruh positif 
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positif Desentralisasi 
Fiskal pada Pertumbuhan 
Ekonomi (PDRB). 
6. Tingginya Keserasian 
Belanja Daerah 
meningkatkan pengaruh 
positif Desentralisasi 
Fiskal pada Pertumbuhan 
Ekonomi (PDRB per 
kapita). 
7. Tingginya Keserasian 
Belanja Daerah 
meningkatkan pengaruh 
positif Desentralisasi 
Fiskal pada Pertumbuhan 
Ekonomi (IPM). 
Desentralisasi Fiskal pada 
Pertumbuhan Ekonomi 
(PDRB). 
6. Tingginya Keserasian Belanja 
Daerah tidak meningkatkan 
pengaruh positif 
Desentralisasi Fiskal pada 
Pertumbuhan Ekonomi (PDRB 
per kapita). 
7. Tingginya Keserasian Belanja 
Daerah tidak meningkatkan 
pengaruh positif 
Desentralisasi Fiskal pada 
Pertumbuhan Ekonomi (IPM). 
2. Hakim, Lukman. 2014. 
Pengaruh Belanja 
Modal terhadap 
Pertumbuhan 
Ekonomi (Studi Kasus 
Kabupaten dan Kota 
di Pulau Jawa dan 
Bali). 
Menguji pengaruh belanja 
modal terhadap 
pertumbuhan ekonomi 
pada kabupaten dan kota 
di Pulau Jawa dan Bali 
selama periode tahun 
2008-2012. 
1. Belanja Modal Tanah 
berpengaruh positif 
terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi. 
2. Belanja Modal Peralatan 
dan Mesin berpengaruh 
positif terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi. 
3. Belanja Modal Gedung 
dan Bangunan 
berpengaruh positif 
terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi. 
4. Belanja Modal Jalan, 
Irigasi, dan Jaringan 
berpengaruh positif 
terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi. 
5. Belanja Modal Lainnya 
Variabel: 
1. Belanja Modal 
Tanah. 
2. Belanja Modal 
Peralatan dan 
Mesin. 
3. Belanja Modal 
Gedung dan 
Bangunan. 
4. Belanja Modal 
Jalan, Irigasi, dan 
Jaringan. 
5. Belanja Modal 
Lainnya. 
6. Pertumbuhan 
Ekonomi. 
 
Teknik Analisis: 
1. Peningkatan Belanja Modal 
Tanah memberikan dampak 
positif terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi. 
2. Peningkatan Belanja 
Peralatan dan Mesin 
memberikan dampak positif 
terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi. 
3. Peningkatan Belanja Modal 
Gedung dan Bangunan tidak 
memberikan dampak positif 
terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi. 
4. Peningkatan Belanja Modal 
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 
tidak memberikan dampak 
positif terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi. 
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berpengaruh positif 
terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi. 
Analisis regresi data 
panel dengan metode 
fixed effect 
crosssection weight. 
5. Peningkatan Belanja Modal 
Lainnya memberikan dampak 
positif terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi. 
3. Eliza, Yulina. 2015. 
Pengaruh 
Pengeluaran 
Pemerintah, Investasi 
dan Angkatan Kerja 
Terhadap 
Pertumbuhan 
Ekonomi di Sumatera 
Barat. 
Menguji pengaruh 
pengeluaran pemerintah, 
investasi, dan angkatan 
kerja terhadap 
pertumbuhan ekonomi di 
Provinsi Sumatera Barat. 
1. Pengeluaran pemerintah 
berpengaruh signifikan 
terhadap pertumbuhan 
ekonomi di Provinsi 
Sumatera Barat. 
2. Investasi berpengaruh 
signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi di 
Provinsi Sumatera Barat. 
3. Angkatan kerja 
berpengaruh signifikan 
terhadap pertumbuhan 
ekonomi di Provinsi 
Sumatera Barat. 
4. Pengeluaran pemerintah, 
investasi, dan angkatan 
kerja secara bersama-
sama berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi di 
Provinsi Sumatera Barat. 
Variabel: 
1. Pengeluaran 
pemerintah. 
2. Investasi. 
3. Angkatan kerja. 
 
Teknik Analisis: 
Analisis regresi linear 
berganda. 
1. Terdapat pengaruh yang 
signifikan dari pengeluaran 
pemerintah terhadap 
pertumbuhan ekonomi di 
Provinsi Sumatera Barat. 
2. Terdapat pengaruh yang 
signifikan dari investasi 
terhadap pertumbuhan 
ekonomi di Provinsi Sumatera 
Barat. 
3. Terdapat pengaruh yang 
signifikan dari angkatan kerja 
terhadap pertumbuhan 
ekonomi di Provinsi Sumatera 
Barat. 
4. Terdapat pengaruh yang 
signifikan dari pengeluaran 
pemerintah, investasi, dan 
angkatan kerja secara 
bersama-sama terhadap 
pertumbuhan ekonomi di 
Provinsi Sumatera Barat. 
Sumber: Data diolah peneliti (2017). 
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Lampiran 3: Data Realisasi Belanja Daerah 
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAN KOTA 
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2011 – 2015 (DALAM RUPIAH) 
 
No. 
Pemerintah 
Daerah 
Tahun 
2011 2012 2013 2014 2015 
1. Kep. Selayar 447.211.640.527,00 477.293.858.748,00      594.111.751.052,00   654.383.376.566,00     686.348.194.514,00  
2. Bulukumba 711.001.378.192,00    733.775.226.435,50     858.859.811.939,82  1.039.573.253.552,91  1.310.827.049.799,79  
3. Bantaeng    468.281.664.294,50   468.460.819.057,95   557.195.244.391,59     607.293.480.468,36     735.535.952.014,71  
4. Jeneponto    572.762.099.051,00     551.722.709.428,00     708.318.313.724,00     794.224.333.182,00     962.183.078.259,00  
5. Takalar  533.376.811.726,26     626.855.008.360,00     669.581.410.961,00     807.956.015.523,00     932.673.058.663,50  
6. Gowa    792.490.005.654,00     835.158.286.116,00  1.033.366.710.707,00  1.254.413.147.262,00  1.353.026.929.890,00  
7. Sinjai 519.697.558.650,00   547.104.806.001,00     625.074.928.659,31     751.235.616.883,60     892.814.207.441,30  
8. Maros  570.511.601.443,96     657.615.070.430,16     856.051.980.027,00     946.875.495.611,00  1.075.948.396.088,00  
9. Pangkep 535.669.626.732,80     733.447.724.458,56     849.664.821.409,89  1.128.852.339.449,39  1.194.124.267.190,09  
10. Barru    503.664.261.205,51     506.967.735.653,45     541.933.820.667,47     609.411.847.514,52     839.845.829.227,15  
11. Bone    984.657.760.653,35  1.111.243.053.024,68  1.319.419.552.927,41  1.420.624.242.205,60  1.628.536.353.929,71  
12. Soppeng    559.680.174.950,00     600.139.911.637,46     725.875.216.425,40     825.885.697.763,00     961.510.228.335,35  
13. Wajo    750.416.281.593,81     846.245.366.605,08     919.586.671.677,26  1.037.458.613.125,07  1.183.743.627.390,03  
14. Sidrap    586.984.812.494,00     566.462.997.278,66     730.344.969.985,00     797.451.846.345,00  1.010.238.600.977,92  
15. Pinrang    678.318.113.796,43     693.379.931.243,92     795.988.770.028,18     926.517.721.508,94  1.114.086.571.499,30  
16. Enrekang    504.363.414.160,00    514.072.721.608,75     573.531.868.159,00     640.570.157.159,00     854.981.252.642,00  
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No. 
Pemerintah 
Daerah 
Tahun 
2011 2012 2013 2014 2015 
17. Luwu    669.748.417.294,00     628.443.397.596,00     757.903.342.632,00     885.135.014.202,07  1.019.011.553.019,00  
18. Tana Toraja   561.385.297.510,21     591.091.027.760,05     591.593.528.888,93     721.971.736.411,53     819.492.465.487,34  
19. Luwu Utara   626.814.197.315,51     659.332.955.961,46     692.904.659.026,34     815.491.267.914,49  1.076.995.929.604,89  
20. Luwu Timur    553.033.748.877,00     642.950.936.092,00     679.481.911.448,00     874.056.416.672,65  1.063.479.062.676,81  
21. Toraja Utara    440.925.485.164,60     532.722.906.444,85     603.173.797.875,50     678.470.076.701,00     728.162.986.228,46  
22. Makassar 1.711.878.129.986,23  1.966.706.011.524,77  2.335.016.785.370,65  2.606.083.333.328,35  3.061.176.650.637,25  
23. Pare-pare    516.129.069.922,64     475.028.825.622,14     565.544.391.749,81     614.787.845.061,10     783.381.098.777,99  
24. Palopo    498.403.458.036,54     525.772.059.998,00     581.368.549.681,00     648.463.722.688,49     761.974.080.717,31  
Sumber: LHP atas LKPD BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan (2012-2016). 
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Lampiran 4: Data Keserasian Belanja Modal 
KESERASIAN BELANJA MODAL KABUPATEN DAN KOTA 
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2011 – 2015 
 
No. Pemerintah 
Daerah 
Tahun 
2011 2012 2013 2014 2015 
1. Kep. Selayar 0,1771 0,1783 0,2622 0,2579 0,2657 
2. Bulukumba 0,1957 0,1370 0,1717 0,2106 0,2483 
3. Bantaeng 0,2866 0,1626 0,2347 0,2038 0,1544 
4. Jeneponto 0,2401 0,1761 0,2082 0,1883 0,2841 
5. Takalar 0,2033 0,1565 0,1509 0,1868 0,2266 
6. Gowa 0,1782 0,1749 0,2382 0,3027 0,2851 
7. Sinjai 0,2291 0,1626 0,1731 0,2096 0,2185 
8. Maros 0,2195 0,1997 0,3035 0,3145 0,3027 
9. Pangkep 0,0941 0,2182 0,2451 0,2897 0,3391 
10. Barru 0,3134 0,2123 0,1873 0,1976 0,3461 
11. Bone 0,1342 0,1747 0,1754 0,1475 0,1868 
12. Soppeng 0,1986 0,1315 0,1720 0,2011 0,2350 
13. Wajo 0,2763 0,2545 0,1898 0,2609 0,2812 
14. Sidrap 0,2176 0,1414 0,1740 0,2369 0,3237 
15. Pinrang 0,2613 0,2044 0,1733 0,2052 0,2846 
16. Enrekang 0,2018 0,1806 0,1805 0,1783 0,3017 
17. Luwu 0,2412 0,1742 0,1998 0,1856 0,2192 
18. Tana Toraja 0,2960 0,2589 0,1995 0,2609 0,3191 
19. Luwu Utara 0,2314 0,1865 0,1909 0,1377 0,1514 
20. Luwu Timur 0,3029 0,3561 0,3309 0,3685 0,3621 
21. Toraja Utara 0,2236 0,2663 0,2695 0,2702 0,2454 
22. Makassar 0,0984 0,1620 0,1582 0,1778 0,2199 
23. Pare-pare 0,2377 0,1669 0,1693 0,1579 0,2585 
24. Palopo 0,2310 0,1862 0,1601 0,1487 0,1801 
Sumber: Data diolah peneliti (2017). 
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Lampiran 5: Data Pertumbuhan Ekonomi 
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI PADA KABUPATEN DAN KOTA 
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2011 – 2015 
 
No. Pemerintah 
Daerah 
Tahun 
2011 2012 2013 2014 2015 
1. Kep. Selayar 0,0888 0,0788 0,0818 0,0901 0,0881 
2. Bulukumba 0,0549 0,0965 0,0777 0,0854 0,0556 
3. Bantaeng 0,0938 0,0967 0,09 0,0834 0,0664 
4. Jeneponto 0,0844 0,0755 0,0664 0,0794 0,0653 
5. Takalar 0,0759 0,0658 0,088 0,0977 0,0841 
6. Gowa 0,0746 0,0815 0,0942 0,0717 0,068 
7. Sinjai 0,076 0,0732 0,0779 0,0699 0,0754 
8. Maros 0,1124 0,1114 0,0628 0,0473 0,0858 
9. Pangkep 0,0984 0,0826 0,0933 0,1042 0,0798 
10. Barru 0,0813 0,0839 0,0787 0,0736 0,0632 
11. Bone 0,064 0,0821 0,063 0,0953 0,083 
12. Soppeng 0,0717 0,0693 0,0723 0,069 0,051 
13. Wajo 0,1011 0,065 0,0692 0,0968 0,0705 
14. Sidrap 0,0963 0,0893 0,0693 0,0787 0,0792 
15. Pinrang 0,0771 0,0851 0,0727 0,0811 0,0824 
16. Enrekang 0,0808 0,073 0,0584 0,06 0,069 
17. Luwu 0,0789 0,07 0,0774 0,0881 0,0726 
18. Tana Toraja 0,0778 0,0858 0,0719 0,0682 0,0685 
19. Luwu Utara 0,0804 0,0681 0,0739 0,0883 0,0667 
20. Luwu Timur -0,0429 0,0562 0,063 0,0811 0,0685 
21. Toraja Utara 0,0836 0,0945 0,097 0,0764 0,0769 
22. Makassar 0,1036 0,0964 0,0855 0,074 0,0744 
23. Pare-pare 0,0842 0,088 0,0795 0,0633 0,0628 
24. Palopo 0,079 0,07 0,0802 0,0706 0,0648 
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan (2015-2016). 
 
